BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat: 1.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara, maka perlu mengatur penyusunan
uraian tugas dimaksud;

bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga
pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisien
sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian
Tugas Pejabat Struktural Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478), Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
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10.

Menetapkan :

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS
PEJABAT STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

S5.Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang memimpin
Kesekretariatan pada Sekretariat Daerah.

6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara.

7.Assisten adalah Pejabat yang membantu Sekretaris
Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

8.Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum, yang
selanjutnya disebut Asisten I.

9.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang
selanjutnya disebut Asisten II.

10. Asisten Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut
Asisten III.

11. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan
Masyarakat, yang selanjutnya disebut Asisten IV.

12. Kepala Bagian Administrasi, yang selanjutnya disebut
Kepala Bagian adalah Pejabat yang memimpin bagian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

13. Kepala Sub Bagian, yang selanjutnya disingkat
Kasubbag adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Daftar urut kepangkatan, yang selanjutnya disebut
DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai
negeri sipil dari suatu kesatuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkatan kepangkatan.

16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



)

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Penetapan Kinerja, yang selanjutnya disingkat TAPKIN
adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kredibilitas dan kualitas terukur.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang
selanjutnya disingkat LHKPN.

Laporan Pajak-Pajak Pribadi, yang selanjutnya
disingkat LP2P.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang
selanjutnya disingkat LKPJ.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disebut LPPD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disingkat LKPD.

Toponimi adalah pemberian nama batas wilayah/nama
tempat yang merupakan nama yang diberikan kepada
unsur rupabumi.

Kelompok Jabatan Fungsional, yang selanjutnya
disebut Kelompok Jafung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud untuk
mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

(2) Tujuan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
adalah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan
secara profesional dan bertanggungjawab terhadap
kedudukan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah

daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
selaku Kepala SKPD yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.



(2) Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh
Asisten Sekretaris Daerah.

(3) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah.

(4) Sekretaris Daerah berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, maka tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan
oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh
Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan
kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan
dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana,
keuangan serta memberikan pelayanan administratif
kepada seluruh perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan
daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang
telah ditetapkan pemerintah daerah;

b. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;

d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah;

e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;

b. Staf Ahli; dan

c. Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1.

Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum, yang
selanjutnya disebut Asisten I yang terdiri dari :

a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
b) Bagian Administrasi Hukum; dan
c) Bagian Administrasi Pertanahan.

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang

selanjutnya disebut Asisten Il yang terdiri dari :
a) Bagian Administrasi Pembangunan;

b) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam; dan
c) Bagian Administrasi Perekonomian.

. Asisten Administrasi Umum, yang selanjutnya

disebut Asisten Il yang terdiri dari :

a) Bagian Administrasi Umum;

b) Bagian Administrasi Perlengkapan; dan

¢) Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan.

Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas, yang
selanjutnya disebut Asisten IV yang terdiri dari :

a) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
b) Bagian Administrasi Humas dan Protokol; dan
¢) Bagian Administrasi Organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum (Asisten I)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Pemerintahan membawabhi :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan,;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan

C.

Sub Bagian Perangkat Daerah dan Desa.

(2) Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum (Asisten I)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Hukum membawahi :

a. Sub Bagian Perundang-undangan;



b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(3) Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum (Asisten I)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Pertanahan membawabhi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Tanah;
b. Sub Bagian Penataan dan Penetapan Tanah; dan
c. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah.

Pasal 8

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Pembangunan membawahi :

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Pengendalian; dan
c. Sub Bagian Pelaporan.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam membawahi :

a. Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. Sub Bagian Perikanan dan Peternakan; dan
c. Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Perekonomian membawabhi :

a. Sub Bagian Koperasi dan UKM;
b. Sub Bagian Industri dan Perdagangan; dan

c. Sub Bagian Badan Usaha Daerah, Investasi dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal O

(1) Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dalam
melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi Umum
membawahi :

a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha
Pimpinan.
(2)Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dalam

melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Perlengkapan membawabhi :

a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Pengadaan; dan



c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

(3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dalam
melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Penatausahaan Keuangan membawabhi :

a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi; dan

c. Sub Bagian Verifikasi.
Pasal 10

(1) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Asisten IV)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat membawahi :

a. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Kesehatan;

b. Sub Bagian Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
dan

c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Agama.

(2) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Asisten IV)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Humas dan Protokol membawahi :

a. Sub Bagian Data dan Informasi;
b. Sub Bagian Protokol; dan
c. Sub Bagian Pemberitaan.

(3) Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Asisten IV)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Organisasi membawabhi :

a. Sub Bagian Analisa Jabatan;
b. Sub Bagian Kelembagaan; dan
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal 11
Uraian Tugas Sekretaris Daerah meliputi :

a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan
kewajiban membantu kepala daerah;

b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah
dengan mengacu pada dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan kondisi obyektif sesuai
ketentuan yang berlaku;



menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

merumuskan dan merencanakan administrasi
keuangan daerah;

. menugaskan pada Assisten dan Kepala Bagian serta

mengkoordinasikan aparatur perangkat daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;

mengendalikan dan membina aparatur SKPD dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD;

menilai pelaksanaan tugas aparatur SKPD;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala
daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Bupati.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum

Pasal 12

Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum mempunyai
tugas sebagai berikut :

a.

b.

Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum membantu
sekretaris daerah;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan
bidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Administrasi
Pertanahan serta kerjasama daerah sebagai bahan
pelaksanaan tugas;

. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;

.mengkoordinasikan tugas-tugas dengan ruang lingkup

yang meliputi: bidang pengawasan, ketentraman dan
ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan
bencana, kependudukan dan pencatatan sipil,
ketenagakerjaan, otonomi daerah, pemerintahan
umum, penelitian dan pengembangan, pertanahan dan
kerjasama;

. mengkoordinasikan para kepala bagian sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin
kerjasama yang baik dan saling mendukung;

menilai prestasi kerja kepala bagian dan bawahan
dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai
bahan pengembangan karier;



g. memberi saran dan masukan kepada sekretaris daerah

dibidang Pemerintahan Umum dan Hukum,
Administrasi Pertanahan serta kerjasama daerah;

h.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris

daerah; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bagian Administrasi Pemerintahan

Paragraf 1
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan

Pasal 13

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai
tugas sebagai berikut :

a.

membantu dan memgkonsultasikan seluruh kegiatan
Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Asisten
Pemerintahan Umum dan Hukum;

membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
pemerintahan;

mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
menyusun anggaran, penctapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
pemerintahan;

mengkoordinasikan, memfasilitasi monitoring evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja
kecamatan, kelurahan dan desa yang berkaitan
dengan pemerintahan umum,;

mengkoordinasikan, memfasilitasi tugas pembantuan
urusan pemerintahan kepada desa dan urusan
pemerintahan skala Kabupaten serta penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;

mengkoordinasikan, memfasilitasi pengkajian dan
perumusan kebijakan pembinaan perangkat daerah
dan desa;

mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
administrasi terpadu kecamatan;

mengharmonisasikan hubungan antar susunan
pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman pada
kebijakan pemerintah dan provinsi;
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan
pengelolaan pencegahan bencana, penanganan

bencana, penanganan pasca bencana, penanganan
kebakaran skala Kabupaten; dan
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k.

melaksanakan dan menyusun LAKIP urusan
administrasi pemerintahan serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas
sebagai berikut :

a.

membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan tata pemerintahan kepada kepala bagian
administrasi pemerintahan;

membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat  kebijakan mengenai urusan tata
pemerintahan;

merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan tata pemerintahan;

merencanakan kegiatan dan memfasilitasi
pengumpulan dan mengolah bahan-bahan dalam
pelaksanaan batas kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan dan desa serta penyusunan mengenai
toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten;

merencanakan kegiatan dan mengolah bahan dalam
rangka harmonisasi, sinkronisasi hubungan antar
susunan pemerintahan di Kabupaten dengan
berpedoman pada kebijakan pemerintah dan Provinsi;
merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dalam
rangka penetapan dan penegasan titik koordinat,
pemasangan pilar batas wilayah kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan dan desa;

merencanakan kegiatan, menyiapkan, menghimpun
dan mengolah database dan informasi yang
berhubungan dengan bidang tata pemerintahan;

merencanakan  kegiatan, melaksanakan dan
menyiapkan bahan pembentukan, penggabungan dan
penghapusan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan
Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan,;

merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka
pemekaran wilayah/kecamatan; dan

melaksanakan dan menyusun LAKIP urusan tata
pemerintahan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan otonomi daerah dan kerjasama kepada kepala
bagian administrasi pemerintahan;

membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan otonomi daerah
dan kerjasama;

merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan otonomi daerah dan kerjasama;

melaksanakan pendataan, menganalisa dan
mengevaluasi urusan-urusan yang menjadi
kewenangan daerah;

merencanakan  kegiatan, mengkoordinasi  dan
memfasilitasi tugas pembantuan urusan
pemerintah/pemerintah provinsi kepada desa;
merencanakan kegiatan, memfasilitasi menyiapkan
bahan, monitoring evaluasi dan laporan wurusan
otonomi daerah dan kerjasama;

mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan
pembinaan dan monitoring evaluasi pelimpahan
sebagian kewenangan bupati yang melimpahkan
kepada camat dan lurah;

memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan otonomi
daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga maupun
kerjasama antar daerah;

melaksanakan pendataan dan fasilitasi pelaksanaan
perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan/atau
Pegawai Negeri Sipil SKPD se Kabupaten Kutai
Kartanegara;

melakukan pendataan, rekapitulasi dan evaluasi
laporan harian Camat se Kabupaten Kutai Kartanegara
yang akan digunakan sebagai data pendukung
penilaian camat; dan

melaksanakan dan menyusun LAKIP urusan otonomi
daerah dan kerjasama serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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